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PUTUSAN

Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.MTK
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 27 September 1997,
agama Islam, pekerjaan |bu Rumah Tangga,
Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Pertama, tempat kediaman di

Kabupaten Bangka Barat sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 07 Agustus 1986,
agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di ,
, Kabupaten Bangka Barat

sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019
telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 0289/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal
11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan
KECAMATAN, pada tanggal 04 Oktober 2015, sebagaimana tercantum
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/006/X1/2015 tanggal 05 Oktober
2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul
bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa
selama lebih kurang 1 minggu, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa sampai
Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak kandung
yang bernama ANAK, Perempuan umur 3 tahun 5 bulan, yang saat ini anak
tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 |,
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang penyebabnya adalah:
a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan cukup
kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di bantuk oleh orang tua;
b. Tergugat sering minum-minuman berakohol hal tersebut di ketahui
Penggugat dari bau mulut Tergugat;
C. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa

tujuan dan alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam;
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6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada bulan Maret tahun 2016 yang disebabkan oleh Penggugat pulang
kerumah dan dari bau mulut Tergugat tercium bau alkohol, lalu Penggugat
menasehati Tergugat namun Tergugat tidak suka, setelah besok pagi
Penggugat di antar Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat di
, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi datang untuk
menemui Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak
saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir
dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmabh;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai
oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar
dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan
akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah
tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah
melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Mentok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905046709970001
yang dikeluarkan di Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Mei 2018
bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya (P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/006/X1/2015 yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN pada tanggal 05
Oktober 2015, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan
dengan aslinya (P.2);

B.

Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Swasta, tempat kediaman di
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, Kabupaten Bangka Barat di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun
2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol,
Tergugat sering keluar rumah dan pulangnya larut malam dalam
keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang
mempedulikan kebutuhan keluarganya sendiri, sehingga penghasilan
Tergugat banyak di gunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah

kepada Penggugat;
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- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi

dengan Tergugat;

2. SAKSI 2 PENGGUGATumur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di f

, Kabupaten Bangka Barat di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun
2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol,
Tergugat sering keluar rumah dan pulangnya larut malam dalam
keadaan mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat kurang
mempedulikan kebutuhan keluarganya sendiri, sehingga penghasilan
Tergugat banyak di gunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah
kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi
dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan alat bukti yang
telah diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya pada
pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah

memenuhi maksud 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka
mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena
Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini dikecualikan dari
kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa kewenangan absolut dan relatif
untuk memeriksa perkara ini serta legal standing dan kualitas Penggugat dan

Tergugat sebagai pihak yang berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas
nama Penggugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan
Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai
Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa perkara ini adalah sengketa
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, sehingga
berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
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2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti P.1, telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi
Pengadilan Agama Mentok, sehingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah
diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah
kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan
dengan bukti P.2 telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih
terikat dalam perkawinan yang sah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai legal standing dalam
mengajukan gugatan ini dan Penggugat serta Tergugat berkualitas sebagai
para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpilkan
yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini secara kronologis adalah sejak
bulan Januari 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, vyaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
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a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak dan cukup kepada
Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari di bantuk oleh orang tua;
b. Tergugat sering minum-minuman berakohol hal tersebut di ketahui
Penggugat dari bau mulut Tergugat;
c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan
dan alasan yang jelas dan pulangnya sering larut malam;
Akibat dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka sejak bulan
Maret 2016 Penggugat di antar Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
di Dendang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling
memperdulikan lagi, meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pernah
diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa di atas perkara ini
adalah gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara
suami istri (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan) sehingga berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat diterima apabila telah
cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan
pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang
yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bukti P.1 dan P.2 Majelis
Hakim telah memberikan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1
PENGGUGAT mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan Saksi 2
Penggugat bernama SAKSI 2 PENGGUGAT mengaku sebagai Sepupu
Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
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keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat
formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi
2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 4 Oktober 2015;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah
dikaruniai 1 (satu) dikaruniai anak;

4. Bahwa, sejak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol,
Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat
kurang mempedulikan kebutuhan keluarganya sehingga penghasilan
Tergugat banyak digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga)
tahun, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan selama itu

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
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7. Bahwa, Saksi 1 dan Saksi 2 sebagai keluarga/orang yang dekat dengan
Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana
dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga ternyata
kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian
salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah
tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan
maslahatnya, untuk hal yang demikian Hakim dapat menunjuk kepada kaedah
figh yang berikut:

dlaall > Gl pade awlaall 5,0
Artinya; Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada
mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mendeskripsikan

pendapat ahli figh, sebagaimana tercantum dalam Kitab Figh as-Sunnah, Jilid

II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

aisl asll (uolall lgallny 3iusg §u el uoladl o wdlai gl L) o=
login Tlo Yl e j=e 9 uall e 15

Artinya “Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap
suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila
terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit
didamaikan’;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan
hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi
Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra
Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Tibyani, S.
Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.l., M.H. dan Nurman
Syarif, S.H.l.,, M.S.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Aspin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Abdurrahman Alwi, S.H.l., M.H. Tibyani, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Nurman Syarif, S.H.l.,, M.S.I.
Panitera Pengganti,

Aspin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan Rp20.000,00
4. Panggilan Rp290.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp331.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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